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ABSTRAK 

 Lemahnya posisi perempuan dan faktor budaya patriarki menyebabkan 

perempuan dalam masyarakat rentan menjadi korban kejahatan seksual. Salah satu 

jenis kejahatan seksual yang sering terjadi pada wanita adalah pemerkosaan. 

Pemerkosaan tidak hanya mengakibatkan penderitaan jangka panjang bagi korban 

tetapi juga hak asasi manusia mereka dilanggar. Tujuan penulisan hukum ini adalah 

untuk mengetahui cukup atau tidaknya bentuk perlindungan dan pelaksanaan 

perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini 

menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang dilakukan karena 

memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Bahan 

hukum sekunder sebagai data utama dan data primer serta hasil wawancara sebagai 

data pendukung. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban mengalami beberapa 

perkosaan meliputi fisik, psikologis, dan sosial, dan karena itu korban perkosaan 

membutuhkan perlindungan sehingga terlepas dari semua penderitaannya. Kemudian 

tindakan perlindungan yang bisa diberikan kepada korban perkosaan adalah bentuk 

perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 dalam bentuk kompensasi, restitusi, 

bantuan medis dan psiko-sosial. Berdasarkan analisis perlu pengaturan secara khusus 

tentang pemulihan alat reproduksi secara medis bagi perempuan yang menjadi korban 

perkosaan. 
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